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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas
segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten
Karanganyar dapat menyelesaikan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar Tahun 2023.

Rencana Kerja (Renja) ini berisi tentang Program dan Kegiatan
Prioritas yang akan dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar pada tahun 2023.

Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar Tahun
2023 ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangannya. Oleh
karena itu, saran dan kritik kami terima dengan tangan terbuka guna
sempurnanya penyusunan Rencana Kerja ini.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam
penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 ini, kami ucapkan banyak
terima kasih dan semoga Allah SWT membalas amal kebaikan
Bapak/Ibu/Saudara. Amin

Karanganyar, Agustus 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN KARANGANYAR

TIMOTIUS SURYADI,S,Sos, M.Si.
Pembina Utama Muda

NIP. 19721104 199203 1 002
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LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI
KARANGANYAR NO … TAHUN
2022
TENTANG RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN
2023
BIDANG URUSAN EKONOMI

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah,

kegiatan penting yang perlu mendapat perhatian adalah aspek
perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan Pembangunan
Daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan
kegiatan yang melibatkan berbagai unsure pemangku kepentingan
(stake holder) di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian
sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
social dalam suatu lingkungan wilayah/daerah selama jangka waktu
tertentu. Rencana Kerja merupakan suatu proses secara sistematis
yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan dengan
memanfaatkan sebanyak mungkin pengetahuan antisipatif,
mengorganisir secara sistematis usaha melaksanakan keputusan
tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang
teroganisir dan sistemais.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas program, serta
agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat
dalam lingkungan yang berubah sangat cepat, maka Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
Kabupaten Karanganyar terus menerus melakukan perubahan
kearah perbaikan. Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu
tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat
meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada
pencapaian hasil. Agar pemberian pelayanan di DPMPTSP berjalan
dengan baik, cepat dan efisien secara berkelanjutan maka perlu
disusun suatu Rencana Strategis DPMPTSP.
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Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen
perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang
berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan
sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada
RPJMD dan bersifat indikatif. Proses penyusunan rencana kerja
perangkat daerah meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renja
Perangkat Daerah; (2) Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat
Daerah; (3) Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah; (4)
Penetapan Renja Perangkat Daerah.

Oleh karena itu, dokumen Renja ini merupakan acuan dan
arahan bagi jajaran birokrasi di DPMPTSP dalam merencanakan dan
melaksanakan Program dan Kegiatan, terintegrasi, efisien dan
sinergi baik di dalam maupun antar sektor terkait. Selain itu
dokumen Renja ini menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi
Program dan Kegiatan pada Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Dalam Penyusunan Rencana Kerja Badan Pelayanan Perizinan
Terpadu Kabupaten Karanganyar, peraturan perundangan yang
digunakan sebagai landasan hukum adalah :

1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006
tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun



3

2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis
Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Karanganyar;

7. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 433 Tahun 2006 tentang
Pelimpahan Sebagian Kewenangan Di Bidang Pelayanan
Perizinan dan Non perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan
Terpadu Kabupaten Karanganyar;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten
Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun
2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Karanganyar Tahun 2018-2023(Lembaran Daerah Kabupaten
Karanganyar Tahun 2021 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Karanganyar no 129);

10. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan
Atas Peraturan Karanganyar Nomor 64 Tahun 2019 Tentang
Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023

11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 113 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasl, Tugas dan Fungsi, serta Tata
Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021
Nomor 113;

12. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 58 Tahun 2022 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;

13. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor … Tahun 2022 Tentang
Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 Bidang Urusan
Ekonomi

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Penanaman
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Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten
Karanganyar Tahun 2023 adalah sebagai acuan pelaksanaan program dan
kegiatan, pengawasan dan pengendalian, bahan koordinasi serta evaluasi
Tahun 2021. Disamping itu maksud dan tujuan disusunnya Rancangan Rencana
Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 adalah untuk merumuskan Program
dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(DPMPTSP) Tahun 2023 beserta rencana Anggaran Tahunan secara
sistematis yang berdasarkan skala prioritas serta disesuaikan bidang
urusan, kebutuhan dan kemampuan keuangan/ Anggaran Daerah yang
tersedia guna mencapai sasaran dan tujuan Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam melaksanakan Tugas Pokok
dan Fungsi OPD.

Tujuanpenyusunan Rancangan Rencana Kerja adalah :
1. Sebagai pedoman bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk menyusun program dan kegiatan
tahunan.

2. Menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

1.4 Sistematika Penulisan
Sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten
Karanganyar tahun 2023 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran
umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah
agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami
dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja
Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja
Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat
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Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat
Daerah dengan Renja K/L dan Renja
provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan
proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang undang-undang,

peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan
peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK,
kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang
dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan
penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari

penyusunan Renja Perangkat Daerah.
1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja
Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi
dokumen

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DPMPTSP TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan

Capaian Renstra Perangkat Daerah
Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil

evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu
(tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun
n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang
seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat
Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan
pencapaian target Renstra Perangkat Daerah
berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan
Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan

Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang
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sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun
terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 6 Tahun 2008

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah
Berisi Hambatan yang dihadapi DPMPTSP

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RUPD
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Berisikan

uraian mengenai Proses yang dilakukan yaitu
membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan
hasil analisis kebutuhan

BAB III TUJUAN, SASARAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Telaahan terhadap kebijakan nasional dan

sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang
menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan
nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi
Perangkat Daerah

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas
rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan
fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran
target kinerja Renstra Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan
Berisi Program yang dilaksanakan DPMPTSP

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARANGANYAR....

4.1. Program dan Kegiatan

BAB V PENUTUP
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Berisi catatan penting dan tidak lanjut.
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BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN LALU

2.1Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021 berdasarkan realisasi kinerja anggaran adalah
sebagai berikut :

1. Pada dasarnya realisasi program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Karanganyar dapat tercapai, meskipun di
tahun 2021 terdapat pengurangan anggaran karena adanya pandemi covid-19.

2. Anggraran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang awal
tahun 2022 ditetapkan sebesar Rp 9.749.503.782,- berkurang menjadi Rp
8.872.897.782,- atau berkurang sebesar Rp 876.606.000,-

Dengan melihat hasil evaluasi dan analisis pelaksanaan Program dan
Kegiatan dari tahun 2022 tingkat capaian kinerja kegiatan sampai dengan bulan
juni 2022 atau pada Semester I Tahun anggaran 2022 sebesar Rp 4.137.727.927,-
atau sebesar 46,86 % secara komprehsensif tingkat pencapaian atau implikasinya
terhadap tingkat pencapaian Renstra-OPD sangat tinggi.

Adapun rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu dan pencapaian Renstra OPD sampai dengan tahun 2021
disajikan dalam tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat
Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 berikut:
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Tabel 2.1. EVALUASI RKPD KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN ANGGARAN 2022

Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No Kode Rekening Program/Kegiatan/sub
kegiatan Tahun 2022

Indikator Kinerja
Program, Kegiatan
dan sub kegiatan

Satuan

Target Akhir
Perubahan
RPJMD
Kab.

Karanganyar
Tahun 2021-
2023 (Tahun

2023)

Realisasi
capaian
kinerja

Perubaha
n RPJMD
Kab.

Karangan
yar Tahun
2021-2023
sampai
dengan
Tahun
2021

Target Kinerja dan Anggaran RKPD
dan APBD Tahun Berjalan yang

Dievaluasi (Tahun 2022)
Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 Pada Triwulan

Realisasi
Capaian Kinerja
dan Anggaran
yang dievaluasi
(Tahun 2022)

Tingkat
Capaian

Kinerja dan
Realisasi
Anggaran
yang

dievaluasi
(%)

Realisasi
Capaian Kinerja
dan Anggaran
(Perubahan
RPJMD Kab.
Karanganyar
Tahun 2021-

2023) s/d Tahun
2022

Tingkat
Capaian
Kinerja
dan

Realisasi
Anggaran
(Perubaha
n RPJMD
Kab.

Karangan
yar Tahun
2021-

2023) s/d
Tahun
2022 (%)

OPD
Pen
ang
gun
g

Jaw
ab

RKPD APBD I II III IV

K Rp
(Ribu) K

Rp
(Rib
u)

K Rp (Ribu) K Rp
(Ribu) K Rp (Ribu) K Rp (Ribu) K

Rp
(Ribu
)

K Rp
(Ribu) K Rp

(Ribu) K Rp
(Ribu) K Rp (Ribu) K

Rp
(Rib
u)

1 2 3 4 5
6 7 8

9
10 11 12 13=9+10+11+12 14=13/8*100

1 2 3

2 URUSAN
PEMERINTAHAN
WAJIB YANG TIDAK
BERKAITAN
DENGAN
PELAYANAN DASAR

2 1
8

URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
PENANAMAN
MODAL

21,394,46
2,000

8,824,5
03,782

1,443,332,
077

1,317,943,
127

276127
5204

345159
40050

34,515,94
0,050

575,
265,
667,
500

2 1
8

1 PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

19,237,00
0,000

7,251,1
09,782

1,349,063,
277

1,317,943,
127

2 1
8

1 2 Perencanaan,
Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

Nilai SAKIP 75,000,00
0

25,000,
000

10,162,70
0 2,750,000

2 18 1 2 1 Penyusunan Dokumen
Perencanaan
Perangkat Daerah

Jumlah dokumen
perencanaan
yang tersusun

1
dokum
en 25,000,00

0 -

2 18 1 2 6 Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD

Pelaksanaan
koordinasi dan
laporan yang
tersusun

12
bulan

50,000,00
0

25,000,
000

10,162,70
0 2,750,000

2 1
8

1 2 Administrasi
Keuangan Perangkat
Daerah Nilai SAKIP 5,325,000,

000
4,361,1
09,782

646,499,7
68

1,311,285,
727
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2 18 1 2 1 Penyediaan Gaji dan
Tunjangan ASN

Jumlah gaji dan
tunjangan ASN
yang tersedia

14
bulan

5,000,000,
000

4,151,1
09,782

646,499,7
68

1,264,662,
627

2 18 1 2 2 Penyediaan
Administrasi
Pelaksanaan Tugas
ASN

Administrasi
pelaksanaan
tugas ASN yang
tersedia

1
kegiat
an 300,000,0

00
200,00
0,000

44,401,20
0

2 18 1 2 5 Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun
SKPD

Jumlah laporan
Keuangan akhir
tahun tersusun

19
lapora
n 25,000,00

0
10,000,
000 2,221,900

2 1
8

1 2 Administrasi
Pendapatan Daerah
Kewenangan
Perangkat Daerah

Nilai SAKIP 50,000,00
0

35,000,
000 7,854,200 3,907,400

2 18 1 2 7 Pelaporan Pengelolaan
Retribusi Daerah

Jumlah dokumen
pelaporang yang
tersusun

1
dokum
en 50,000,00

0
35,000,
000 7,854,200 3,907,400

2 1
8

1 2.
1

Administrasi
Kepegawaian
Perangkat Daerah Nilai SAKIP 400,000,0

00
30,000,
000 - -

2 18 1 2.1 2 Pengadaan Pakaian
Dinas Beserta Atribut
Kelengkapannya

Jumlah pakaian
dinas dan
perlengkapannny
a yang dibeli

150
stel

100,000,0
00

30,000,
000

0

2 18 1 2.1 9 Pendidikan dan
Pelatihan Pegawai
Berdasarkan Tugas
dan Fungsi

Jumlah aparatur
MPP dan
DPMPTSP yang
mengikuti
pengembangan
kompetensi

125
orang

150,000,0
00 -

2 18 1 2.1 1
0

Sosialisasi Peraturan
Perundang-Undangan

Jumlah peserta
yang
meningkatnya
pengetahuan
tentang
peraturan
perundang
undangan

132
orang

150,000,0
00 -

2 1
8

1 2.
1

Administrasi Umum
Perangkat Daerah

Nilai SAKIP
1,586,000,

000
962,20
0,000

142,776,9
00

2 18 1 2.1 1 Penyediaan Komponen
Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor

Jumlah komponen
listrik dan
penerangan
bangunan kantor
yang disediakan

12
bulan

100,000,0
00

10,000,
000

2 18 1 2.1 2 Penyediaan Peralatan
dan Perlengkapan
Kantor

Jumlah alat tulis
kantor yang
disediakan

12
bulan

250,000,0
00

200,00
0,000

55,755,60
0

2 18 1 2.1 5 Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan

Jumlah barang
cetak dan
penggandaan
yang disediakan

12
bulan

100,000,0
00

100,00
0,000 3,939,000

2 18 1 2.1 9 Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD

Jumlah bahan
logistik kantor
yang di sediakan
dan jumlah rapat
koordinasi luar
daerah yang di
selenggarakan

12
bulan

750,000,0
00

295,00
0,000

32,532,30
0
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2 18 1 2.1 1
0

Penatausahaan Arsip
Dinamis pada SKPD

Jumlah arsip
yang terpelihara

12
bulan 100,000,0

00
39,000,
000

-

2 18 1 2.1 1
1

Dukungan
Pelaksanaan Sistem
Pemerintahan Berbasis
Elektronik pada SKPD

jumlah
pemeliharaan
Hardware dan
software SIMTAP
dan honor THL
11 orang

12
bulan

286,000,0
00

318,20
0,000

50,550,00
0

2 1
8

1 2.
1

Pengadaan Barang
Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah Nilai SAKIP 10,500,00

0,000
1,040,0
00,000

421,866,5
00

2 18 1 2.1 1 Pengadaan Kendaraan
Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas
Jabatan

Jumlah
kendaraan
dinas/operasional
yang dibeli

1 unit

500,000,0
00 -

2 18 1 2.1 9 Pengadaan Gedung
Kantor atau Bangunan
Lainnya

Pembangunan
pagar dan taman
gedung kantor
dan gedung arsip

3 unit

5,000,000,
000

475,00
0,000

156,959,0
00

2 18 1 2.1 1
0

Pengadaan Sarana dan
Prasarana Gedung
Kantor atau Bangunan
Lainnya

Jumlah peralatan
gedung kantor
tang dibeli
(scanner besar 1,
PC 5, Kursi
pejabat 11, kursi
staf 30, kursi
tamu 2 set, meja
pejabat 11, meja
staf 30, AC Stand
4.)

12
bulan

5,000,000,
000

565,00
0,000

264,907,5
00

2 1
8

1 2.
1

Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan
Daerah Nilai SAKIP 951,000,0

00
644,00
0,000

98,118,20
9

2 18 1 2.1 1 Penyediaan Jasa Surat
Menyurat

Jumlah jasa surat
menyurat yang
terbayar

12
bulan

1,000,000 2,000,0
00 -

2 18 1 2.1 2 Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik

Jumlah jasa
telekomunikasi
sumber daya air
dan listrik yang
terbayar

12
bulan

750,000,0
00

462,00
0,000

61,248,70
9
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2 18 1 2.1 4 Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum
Kantor

Jumlah jasa
kebersihan
kantor yang
terbayar, honor
tenaga
kebersihan 1
orang, honor
sopir 1 orang,
jasa kebersihan
pihak ketiga

12
bulan

200,000,0
00

180,00
0,000

36,869,50
0

2 1
8

1 2.
1

Pemeliharaan
Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintahan
Daerah Nilai SAKIP 350,000,0

00
153,80
0,000

21,785,00
0

2 18 1 2.1 2 Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak,
dan Perizinan
Kendaraan Dinas
Operasional atau
Lapangan

Jumlah
kendaraan
dinas/operasional
yang terpelihara
secara
rutin/berkala

12
bulan

300,000,0
00

123,80
0,000

11,080,00
0

2 18 1 2.1 1
0

Pemeliharaan/Rehabili
tasi Sarana dan
Prasarana Gedung
Kantor atau Bangunan
Lainnya

Jumlah
perlengkapan
gedung kantor
yang terpelihara
rutin/berkala

12
bulan

50,000,00
0

30,000,
000

10,705,00
0

2 1
8

2 PROGRAM
PENGEMBANGAN
IKLIM PENANAMAN
MODAL

2.02
4 127,00

0,000
795,000,0

00
350,00
0,000

34,933,60
0

2 1
8

2 2 Penetapan
Pemberian
Fasilitas/Insentif
Dibidang
Penanaman Modal
yang menjadi
Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota

Peningkatan
nilai investasi

220,000,0
00

30,000,
000 -

2 18 2 2 1 Penetapan Kebijakan
Daerah mengenai
Pemberian
Fasilitas/Insentif dan
Kemudahan
Penanaman Modal

Jumlah produk
hukum daerah

1
dokum
en

220,000,0
00

30,000,
000

-

Jumlah produk
hukum daerah

2
perda

2 1
8

2 2 Pembuatan Peta
Potensi Investasi
Kabupaten/Kota

Peningkatan
nilai investasi

575,000,0
00

320,00
0,000

34,933,60
0
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2 18 2 2 2 Penyediaan Peta
Potensi dan Peluang
Usaha Kabupaten/Kota

jumlah anjungan
dan aplikasi
karanganyar
invest yang
tersedia

2
aplika
si

575,000,0
00

75,000,
000

34,933,60
0

Jumlah Buku
Profil Investasi
yang tersusun

1 buku

245,00
0,000

-

2 1
8

3 PROGRAM
PROMOSI
PENANAMAN
MODAL

14 165,00
0,000

200,000,0
00 - -

2 1
8

3 2 Penyelenggaraan
Promosi Penanaman
Modal yang menjadi
Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota

Prosentasi
peningkatan
jumlah investor

200,000,0
00 - -

2 18 3 2 1 Penyusunan Strategi
Promosi Penanaman
Modal

Jumlah temu
mitra usaha
pengembangan
investasi yang
dilaksanakan

1
kegiat
an

200,000,0
00 -

2 1
8

4 PROGRAM
PELAYANAN
PENANAMAN
MODAL

500 500,00
0,000

225,000,0
00

55,000,
000 -

2 1
8

4 2 Pelayanan Perizinan
dan Non Perizinan
secara Terpadu Satu
Pintu dibidang
Penanaman Modal
yang menjadi
Kewenangan Daerah
Kabupaten/ Kota

Jumlah
penambahan
pelayanan
perizinan yang
di keluarkan 225,000,0

00
55,000,
000 -

2 18 4 2 2 Pemantauan
Pemenuhan Komitmen
Perizinan dan Non
Perizinan Penanaman
Modal

Jumlah
pemantauan
pemenuhan
komitmen
perizinan dan non
perizinan

12
bulan

50,000,00
0 -

2 18 4 2 3 Penyediaan Layanan
Konsultasi dan
Pengelolaan
Pengaduan
Masyarakat terhadap
Pelayanan Terpadu
Perizinan dan Non
Perizinan

Jumlah
permasalahan
dan penanganan
pengaduan
masalah
perizinan yang
dilakukan

12
bulan

175,000,0
00

55,000,
000

-

Jumlah Survey
Indeks kepuasan
Masyarakat yang
dilakukan

1
kegiat
an

2 1
8

5 PROGRAM
PENGENDALIAN
PELAKSANAAN
PENANAMAN
MODAL

30 409,70
8,200

372,462,0
00

393,39
4,000 -
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2 1
8

5 2 Pengendalian
Pelaksanaan
Penanaman Modal
yang menjadi
Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota

Prosentase
Jumlah pelaku
usaha yang
dapat diawasi 372,462,0

00
393,39
4,000 -

2 18 5 2 1 Koordinasi dan
Sinkronisasi
Pemantauan
Pelaksanaan
Penanaman Modal

Terlaksananya
pemantauan pada
pelaku usaha
pada PMDN dan
UKM

12
bulan

50,820,00
0

50,820,
000

-

2 18 5 2 2 Koordinasi dan
Sinkronisasi
Pembinaan
Pelaksanaan
Penanaman Modal

Terlaksananya
pengawasan pada
pelaku usaha
pada PMDN dan
UKM

12
bulan

94,380,00
0

248,19
4,000

-

2 18 5 2 3 Koordinasi dan
Sinkronisasi
Pengawasan
Pelaksanaan
Penanaman Modal

Terlaksananya
pelaksanaan
sosialisasi PM
dan BIMTEK OSS
dan LKPM pada
pelaku usaha

3
bulan

227,262,0
00

94,380,
000

-

2 1
8

6 PROGRAM
PENGELOLAAN
DATA DAN SISTEM
INFORMASI
PENANAMAN
MODAL

100 55,000,
000

565,000,0
00

80,000,
000

13,817,60
0

2 1
8

6 2 Pengelolaan Data
dan Informasi
Perizinan dan Non
Perizinan yang
Terintegrasi pada
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

% ketersediaan
informasi
penanaman
modal 565,000,0

00
80,000,
000

13,817,60
0

2 18 6 2 1 Pengolahan, Penyajian
dan Pemanfaatan Data
dan Informasi
Perizinan dan Non
Perizinan Berbasis
Sistem Pelayanan
Perizinan Berusaha
Terintegrasi secara
Elektronik

Jumlah informasi
yang tersedia

12
bulan

565,000,0
00

80,000,
000

13,817,60
0

Jumlah
inventarisasi data
dan survey lokasi
perizinan yang
dilakukan
(Bidang
Pemerintahan
Pembangunan)

12
bulan

Jumlah
inventarisasi data
dan survey lokasi
perizinan yang
dilakukan
(Bidang
Perekonimian
dan
Kesejahteraan
Rakyat)

12
bulan
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Jumlah perizinan
melalui OSS yang
terlayani.

12
bulan

Terwujudnya
koordinasi
pembentukan
MPP

12
bulan

3 URUSAN
PEMERINTAHAN
PILIHAN

1,290,250,
000

695,00
0,000

45,517,60
0

3 3
1

URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
PERINDUSTRIAN

3 3
1

2 PROGRAM
PERENCANAAN
DAN
PEMBANGUNAN
INDUSTRI

33 500,00
0,000

1,215,250,
000

645,00
0,000 -

3 3
1

2 2 Penyusunan dan
Evaluasi Rencana
Pembangunan
Industri
Kabupaten/Kota

persentase
peningkatan
jumlah industri
kecil dan
menengah baru

1,215,250,
000

645,00
0,000 -

3 31 2 2 2 Koordinasi,
Sinkronisasi, dan
Pelaksanaan Kebijakan
Percepatan
Pengembangan,
Penyebaran dan
Perwilayahan Industri

jumlah dokumen
perencanaan
RIPIK yang
tersusun

1
dokum
en

70,000,
000

3 31 2 2 3 Koordinasi,
Sinkronisasi, dan
pelaksanaan
Pembangunan Sumber
Daya Industri

Jumlah Industri
Hasil Tembakau
(IHT) mengikuti
fasilitasi uji tar
dan nikotin

7 IHT

135,000,0
00

575,00
0,000

3 31 2 2 5 Koordinasi,
Sinkronisasi, dan
Pelaksanaan
Pemberdayaan
Industri dan Peran
Serta Masyarakat

jumlah karyawan
perusahaan rokok
yang mengikuti
kegiatan
pelatihan dan
ketrampilan kerja

30
unit
usaha

125,000,0
00

jumlah laporan
pemuktakhiran
data pita cukai
rokok yang
tersusun

7 IHT

955,250,0
00

jumlah pelaku
usaha IKM kripik
mengikuti
pembinaan dan
pelatihan
ketrampilan

20
unit
usaha

jumlah pelaku
usaha mengikuti
kegiatan
pelatihan tekstil
dan produk
tekstil TPT dan
sablon

20
unit
usaha
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jumlah pelaku
usaha yang
mengikuti
pelatihan jiwa
kewirausahaan
industri kecil
makanan dan
kerajinan

20
unit
usaha

pembinaan
bidang
perindustrian

1
kegiat
an

3 3
1

4 PROGRAM
PENGELOLAAN
SISTEM INFORMASI
INDUSTRI
NASIONAL

30 182,00
0,000

75,000,00
0

50,000,
000

45,517,60
0

3 3
1

4 2 Penyediaan
Informasi Industri
untuk Informasi
Industri untuk IUI,
IPUI, IUKI dan IPKI
Kewenangan
Kabupaten/Kota

Persentase
pengisian
aplikasi
nasional 75,000,00

0
50,000,
000

45,517,60
0

3 31 4 2 1 Fasilitasi
Pengumpulan,
Pengolahan dan
Analisis Data Industri,
Data Kawasan Industri
serta Data Lain
Lingkup
Kabupaten/Kota
melalui Sistem
Informasi Industri
Nasional (SIINas)

jumlah industri
yang sudah
memiliki IUI dan
melaporkan
kegiatan
usahanya di akun
SIINAS

1
kegiat
an

75,000,00
0

50,000,
000

45,517,60
0

75,000,00
0

50,000,
000

Rata - rata capaian kinerja (%)
1,938,7
08,200

22,684,71
2,000

8,824,5
03,782

1,443,332,
077
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2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan
Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah
ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK
sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan
fungsi masing- masing Perangkat Daerah, serta ketentuan
peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja
pelayanan.

Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai
tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap
Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan
bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator
kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi,
serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang
bersangkutan.

Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis
pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang
disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing, dengan
format Tabel …. sebagai berikut:

Tabel 2.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO Indikator

SPM/stan

dar

nasional

IKK

Target Renstra Perangkat Daerah
Realisasi

Capaian
Proyeksi

Catatan Analisis
Tahun

2021

(thn n-2)

Tahun

2022

(thn n-1)

Tahun

2023

(tnn n)

Tahun

2024

(thn n+1

Tahun

2021

(thn n-2)

Tahun

2022

(thn n-1)

Tahun

2023

(tnn n)

Tahun

2024

(thnn+1

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

1
Pertumbuh
an
Investasi/i
nvestor

1,5 1,5 1,5 1,5 49,89 0,25 24,32 24,32
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2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah

Pada tahun 2021 Kabupaten Karanganyar sudah
memiiliki Mal Pelayanan Publik (MPP).Dengan adanya MPP
diharapkan investasi di karanganyar akan meningkat.
Pelayanan pemberian izin sudah menggunakan system OSS
sehingga para pengusaha akan lebih mudah dalam
pengurusan perizinan

Namun demikian masih ada hambatan atau kendala
yang dihadapi DPMPTSP dalam usaha pencapaian tujuan
yaitu peningkatan nilai investasi.

Hambatan yang dihadapi DPMPTSP dalam
menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;

1. Sistem OSS terintegrasi dengan pusat sehingga di daerah tidak
bisa mengatasi permasalahan perizinan dengan cepat

2. SDM yang belum memadai
3. Tuntutan masyarakat untuk pelayanan perizinan

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RUPD

Penyusunan Renja tahun 2023 didasarkan pada review renja
tahun 2023 dengan rancangan awal RUPD. Analisa tersebut
tertuang dalam table 2.3.
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Tabel 2.3.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun

2022 dan 2023
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan

Penting
Program/

Kegiatan
Lokasi

Indikator

kinerja

Target

capaian

Pagu

indikatif

(Rp.000)

Program/

Kegiatan
Lokasi

Indikator

kinerja

Target

capaian

Kebutuhan

Dana

(Rp.000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

URUSAN
PEMERINTAHAN
WAJIB YANG
TIDAK BERKAITAN
DENGAN
PELAYANAN DASAR

URUSAN
PEMERINTAHAN
WAJIB YANG
TIDAK BERKAITAN
DENGAN
PELAYANAN DASAR

URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
PENANAMAN MODAL

8.767.897.782 URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
PENANAMAN MODAL

8.767.897.782

PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Kab.
Karanganya
r, Semua
Kecamatan,
Semua

Nilai SAKIP 77,06 7.799.503.782 PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Kab.
Karanganya
r, Semua
Kecamatan,
Semua

Nilai SAKIP 77,06 7.799.503.782

Perencanaan,
Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

Kab.
Karanganya
r, Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan

Nilai SAKIP 77,06 40.000.000 Perencanaan,
Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

Kab.
Karanganya
r, Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan

Nilai SAKIP 77,06 40.000.000

Penyusunan Dokumen
Perencanaan
Perangkat Daerah

Kab.
Karanganyar,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan

Nilai SAKIP 77,06 25.000.000 Penyusunan Dokumen
Perencanaan
Perangkat Daerah

Kab.
Karanganyar,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan

Nilai SAKIP 77,06 25.000.000

Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD

Kab.
Karanganyar,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan

Nilai SAKIP 77,06 15.000.000 Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD

Kab.
Karanganyar,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan

Nilai SAKIP 77,06 15.000.000

Administrasi
Keuangan Perangkat
Daerah

Kab.
Karanganya
r, Semua
Kecamatan,
Semua

Nilai SAKIP 77,06 4.476.109.782 Administrasi
Keuangan Perangkat
Daerah

Kab.
Karanganya
r, Semua
Kecamatan,
Semua

Nilai SAKIP 77,06 4.476.109.782

Penyediaan Gaji dan
Tunjangan ASN

Kab.
Karanganyar,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan

Nilai SAKIP 77,06 4.151.109.782 Penyediaan Gaji dan
Tunjangan ASN

Kab.
Karanganyar,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan

Nilai SAKIP 77,06 4.151.109.782

Penyediaan
Administrasi
Pelaksanaan Tugas
ASN

Kab.
Karanganyar,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan

Nilai SAKIP 77,06 300.000.000 Penyediaan
Administrasi
Pelaksanaan Tugas
ASN

Kab.
Karanganyar,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan

Nilai SAKIP 77,06 300.000.000

Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun
SKPD

Kab.
Karanganyar,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan

Nilai SAKIP 77,06 25.000.000 Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun
SKPD

Kab.
Karanganyar,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan

Nilai SAKIP 77,06 25.000.000

Administrasi
Kepegawaian
Perangkat Daerah

Kab.
Karanganya
r, Semua
Kecamatan,
Semua

Nilai SAKIP 77,06 30.000.000 Administrasi
Kepegawaian
Perangkat Daerah

Kab.
Karanganya
r, Semua
Kecamatan,
Semua

Nilai SAKIP 77,06 30.000.000

Pengadaan Pakaian
Dinas beserta Atribut
Kelengkapannya

Kab.
Karanganyar,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan

Nilai SAKIP 77,06 30.000.000 Pengadaan Pakaian
Dinas beserta Atribut
Kelengkapannya

Kab.
Karanganyar,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan

Nilai SAKIP 77,06 30.000.000

Administrasi Umum
Perangkat Daerah

Kab.
Karanganyar,
Semua
Kecamatan,
Semua

Nilai SAKIP 77,06 866.394.000 Administrasi Umum
Perangkat Daerah

Kab.
Karanganyar,
Semua
Kecamatan,
Semua

Nilai SAKIP 77,06 866.394.000

Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor

Kab.
Karanganyar,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan

Nilai SAKIP 77,06 15.000.000 Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor

Kab.
Karanganyar,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan

Nilai SAKIP 77,06 15.000.000

Penyediaan Peralatan
dan Perlengkapan
Kantor

Kab.
Karanganyar,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan

Nilai SAKIP 77,06 150.394.000 Penyediaan Peralatan
dan Perlengkapan
Kantor

Kab.
Karanganyar,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan

Nilai SAKIP 77,06 150.394.000
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Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan

Kab.
Karanganyar,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan

Nilai SAKIP 77,06 50.000.000 Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan

Kab.
Karanganyar,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan

Nilai SAKIP 77,06 50.000.000

Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD

Kab.
Karanganyar,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan

Nilai SAKIP 77,06 350.000.000 Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD

Kab.
Karanganyar,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan

Nilai SAKIP 77,06 350.000.000

Penatausahaan Arsip
Dinamis pada SKPD Kab.

Karanganyar,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan

Nilai SAKIP 77,06 15.000.000 Penatausahaan Arsip
Dinamis pada SKPD

Kab.
Karanganyar,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan

Nilai SAKIP 77,06 15.000.000

Dukungan
Pelaksanaan Sistem
Pemerintahan
Berbasis Elektronik
pada SKPD

Kab.
Karanganyar,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan

Nilai SAKIP 77,06 286.000.000 Dukungan
Pelaksanaan Sistem
Pemerintahan Berbasis
Elektronik pada SKPD

Kab.
Karanganyar,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan

Nilai SAKIP 77,06 286.000.000

Pengadaan Barang
Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

Kab.
Karanganya
r, Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan

Nilai SAKIP 77,06 1.626.000.000 Pengadaan Barang
Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

Kab.
Karanganya
r, Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan

Nilai SAKIP 77,06 1.626.000.000

Pengadaan Gedung
Kantor atau Bangunan
Lainnya

Kab.
Karanganyar,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan

Nilai SAKIP 77,06 1.616.000.000 Pengadaan Gedung
Kantor atau Bangunan
Lainnya

Kab.
Karanganyar,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan

Nilai SAKIP 77,06 1.616.000.000

Pengadaan Sarana
dan Prasarana
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya

Kab.
Karanganyar,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan

Nilai SAKIP 77,06 10.000.000 Pengadaan Sarana dan
Prasarana Gedung
Kantor atau Bangunan
Lainnya

Kab.
Karanganyar,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan

Nilai SAKIP 77,06 10.000.000

Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Kab.
Karanganya
r, Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan

Nilai SAKIP 77,06 581.000.000 Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Kab.
Karanganya
r, Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan

Nilai SAKIP 77,06 581.000.000

Penyediaan Jasa Surat
Menyurat Kab.

Karanganyar,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan

Nilai SAKIP 77,06 1.000.000 Penyediaan Jasa Surat
Menyurat

Kab.
Karanganyar,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan

Nilai SAKIP 77,06 1.000.000

Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik

Kab.
Karanganyar,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan

Nilai SAKIP 77,06 400.000.000 Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik

Kab.
Karanganyar,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan

Nilai SAKIP 77,06 400.000.000

Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum
Kantor

Kab.
Karanganyar,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan

Nilai SAKIP 77,06 180.000.000 Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum
Kantor

Kab.
Karanganyar,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan

Nilai SAKIP 77,06 180.000.000

Pemeliharaan Barang
Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Kab.
Karanganya
r, Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan

Nilai SAKIP 77,06 180.000.000 Pemeliharaan Barang
Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Kab.
Karanganya
r, Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan

Nilai SAKIP 77,06 180.000.000

Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, dan
Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas
Jabatan

Kab.
Karanganyar,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan

Nilai SAKIP 77,06 100.000.000 Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, dan
Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas
Jabatan

Kab.
Karanganyar,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan

Nilai SAKIP 77,06 100.000.000

Pemeliharaan/Rehabilit
asi Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya

Kab.
Karanganyar,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan

Nilai SAKIP 77,06 30.000.000 Pemeliharaan/Rehabilit
asi Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya

Kab.
Karanganyar,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan

Nilai SAKIP 77,06 30.000.000

Pemeliharaan/Rehabilit
asi Sarana dan
Prasarana Gedung
Kantor atau Bangunan
Lainnya

Kab.
Karanganyar,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan

Nilai SAKIP 77,06 50.000.000 Pemeliharaan/Rehabilit
asi Sarana dan
Prasarana Gedung
Kantor atau Bangunan
Lainnya

Kab.
Karanganyar,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan

Nilai SAKIP 77,06 50.000.000

PROGRAM
PENGEMBANGAN
IKLIM PENANAMAN
MODAL

Kab.
Karanganya
r, Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan

Peningkatan nilai
investasi

Rp. 2,024 trilyun 100.000.000 PROGRAM
PENGEMBANGAN
IKLIM PENANAMAN
MODAL

Kab.
Karanganya
r, Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan

Peningkatan nilai
investasi

Rp. 2,024 trilyun 100.000.000
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Penetapan
Pemberian
Fasilitas/Insentif
Dibidang Penanaman
Modal yang Menjadi
Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota

Kab.
Karanganyar,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan

Peningkatan nilai
investasi

Rp. 2,024 trilyun 100.000.000 Penetapan Pemberian
Fasilitas/Insentif
Dibidang Penanaman
Modal yang Menjadi
Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota

Kab.
Karanganyar,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan

Peningkatan nilai
investasi

Rp. 2,024 trilyun 100.000.000

Penetapan Kebijakan
Daerah Mengenai
Pemberian
Fasilitas/Insentif dan
Kemudahan
Penanaman Modal

Kab.
Karanganyar,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan

Peningkatan nilai
investasi

Rp. 2,024 trilyun 100.000.000 Penetapan Kebijakan
Daerah Mengenai
Pemberian
Fasilitas/Insentif dan
Kemudahan
Penanaman Modal

Kab.
Karanganyar,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan

Peningkatan nilai
investasi

Rp. 2,024 trilyun 100.000.000

PROGRAM
PELAYANAN
PENANAMAN
MODAL

Kab.
Karanganya
r, Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan

Jumlah penambahan
pelayanan perizinan
yang di keluarkan

500 buah 100.000.000 PROGRAM
PELAYANAN
PENANAMAN MODAL

Kab.
Karanganya
r, Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan

Jumlah penambahan
pelayanan perizinan
yang di keluarkan

500 buah 100.000.000

Pelayanan Perizinan
dan Non Perizinan
Secara Terpadu Satu
Pintu dibidang
Penanaman Modal
yang Menjadi
Kewenangan Daerah
Kabupaten/ Kota

Kab.
Karanganyar,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan

Jumlah penambahan
pelayanan perizinan
yang di keluarkan

500 buah 100.000.000 Pelayanan Perizinan
dan Non Perizinan
Secara Terpadu Satu
Pintu dibidang
Penanaman Modal
yang Menjadi
Kewenangan Daerah
Kabupaten/ Kota

Kab.
Karanganyar,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan

Jumlah penambahan
pelayanan perizinan
yang di keluarkan

500 buah 100.000.000

Pemantauan
Pemenuhan Komitmen
Perizinan dan Non
Perizinan Penanaman
Modal

Kab.
Karanganyar,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan

Jumlah penambahan
pelayanan perizinan
yang di keluarkan

500 buah 50.000.000 Pemantauan
Pemenuhan Komitmen
Perizinan dan Non
Perizinan Penanaman
Modal

Kab.
Karanganyar,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan

Jumlah penambahan
pelayanan perizinan
yang di keluarkan

500 buah 50.000.000

Penyediaan Layanan
Konsultasi dan
Pengelolaan
Pengaduan
Masyarakat Terhadap
Pelayanan Terpadu
Perizinan dan Non
Perizinan

Kab.
Karanganyar,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan

Jumlah penambahan
pelayanan perizinan
yang di keluarkan

500 buah 50.000.000 Penyediaan Layanan
Konsultasi dan
Pengelolaan
Pengaduan Masyarakat
Terhadap Pelayanan
Terpadu Perizinan dan
Non Perizinan

Kab.
Karanganyar,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan

Jumlah penambahan
pelayanan perizinan
yang di keluarkan

500 buah 50.000.000

PROGRAM
PENGENDALIAN
PELAKSANAAN
PENANAMAN
MODAL

Kab.
Karanganya
r, Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan

Prosentase Jumlah
pelaku usaha yang
dapat diawasi

30% 393.394.000 PROGRAM
PENGENDALIAN
PELAKSANAAN
PENANAMAN MODAL

Kab.
Karanganya
r, Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan

Prosentase Jumlah
pelaku usaha yang
dapat diawasi

30% 393.394.000

Pengendalian
Pelaksanaan
Penanaman Modal
yang Menjadi
Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota

Kab.
Karanganya
r, Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan

Prosentase Jumlah
pelaku usaha yang
dapat diawasi

30% 393.394.000 Pengendalian
Pelaksanaan
Penanaman Modal
yang Menjadi
Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota

Kab.
Karanganya
r, Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan

Prosentase Jumlah
pelaku usaha yang
dapat diawasi

30% 393.394.000

Koordinasi dan
Sinkronisasi
Pembinaan
Pelaksanaan
Penanaman Modal

Kab.
Karanganyar,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan

Prosentase Jumlah
pelaku usaha yang
dapat diawasi

30% 336.318.500 Koordinasi dan
Sinkronisasi
Pembinaan
Pelaksanaan
Penanaman Modal

Kab.
Karanganyar,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan

Prosentase Jumlah
pelaku usaha yang
dapat diawasi

30% 336.318.500

Koordinasi dan
Sinkronisasi
Pengawasan
Pelaksanaan
Penanaman Modal

Kab.
Karanganyar,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan

Prosentase Jumlah
pelaku usaha yang
dapat diawasi

30% 57.075.500 Koordinasi dan
Sinkronisasi
Pengawasan
Pelaksanaan
Penanaman Modal

Kab.
Karanganyar,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan

Prosentase Jumlah
pelaku usaha yang
dapat diawasi

30% 57.075.500

PROGRAM
PENGELOLAAN
DATA DAN SISTEM
INFORMASI
PENANAMAN
MODAL

Kab.
Karanganya
r, Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan

% ketersediaan
informasi
penanaman modal

100% 375.000.000 PROGRAM
PENGELOLAAN
DATA DAN SISTEM
INFORMASI
PENANAMAN MODAL

Kab.
Karanganya
r, Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan

% ketersediaan
informasi
penanaman modal

100% 375.000.000

Pengelolaan Data
dan Informasi
Perizinan dan Non
Perizinan yang
Terintegrasi pada
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

Kab.
Karanganyar,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan

% ketersediaan
informasi
penanaman modal

100% 375.000.000 Pengelolaan Data dan
Informasi Perizinan
dan Non Perizinan
yang Terintegrasi
pada Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

Kab.
Karanganyar,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan

% ketersediaan
informasi
penanaman modal

100% 375.000.000

Pengolahan, Penyajian
dan Pemanfaatan Data
dan Informasi
Perizinan dan Non
Perizinan Berbasis
Sistem Pelayanan
Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara
Elektronik

Kab.
Karanganyar,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan

% ketersediaan
informasi penanaman
modal

100% 375.000.000 Pengolahan, Penyajian
dan Pemanfaatan Data
dan Informasi Perizinan
dan Non Perizinan
Berbasis Sistem
Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik

Kab.
Karanganyar,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan

% ketersediaan
informasi penanaman
modal

100% 375.000.000

URUSAN
PEMERINTAHAN
PILIHAN

URUSAN
PEMERINTAHAN
PILIHAN

URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
PERINDUSTRIAN

15.000.000 URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
PERINDUSTRIAN

15.000.000

PROGRAM
PENGELOLAAN
SISTEM INFORMASI
INDUSTRI NASIONAL

Kab.
Karanganya
r, Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan

Persentase
pengisian aplikasi
nasional

20% 15.000.000 PROGRAM
PENGELOLAAN
SISTEM INFORMASI
INDUSTRI NASIONAL

Kab.
Karanganya
r, Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan

Persentase
pengisian aplikasi
nasional

20% 15.000.000

Penyediaan Informasi
Industri untuk
Informasi Industri
untuk IUI, IPUI, IUKI

Kab.
Karanganyar,
Semua
Kecamatan,

Persentase
pengisian aplikasi
nasional

20% 15.000.000 Penyediaan Informasi
Industri untuk
Informasi Industri
untuk IUI, IPUI, IUKI

Kab.
Karanganyar,
Semua
Kecamatan,

Persentase
pengisian aplikasi
nasional

20% 15.000.000
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dan IPKI
Kewenangan
Kabupaten/Kota

Semua
Kelurahan

dan IPKI Kewenangan
Kabupaten/Kota

Semua
Kelurahan

Fasilitasi
Pengumpulan,
Pengolahan dan
Analisis Data Industri,
Data Kawasan Industri
serta Data Lain
Lingkup
Kabupaten/Kota
Melalui Sistem
Informasi Industri
Nasional (SIINas)

Kab.
Karanganyar,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan

Persentase pengisian
aplikasi nasional

20% 15.000.000 Fasilitasi
Pengumpulan,
Pengolahan dan
Analisis Data Industri,
Data Kawasan Industri
serta Data Lain Lingkup
Kabupaten/Kota
Melalui Sistem
Informasi Industri
Nasional (SIINas)

Kab.
Karanganyar,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan

Persentase pengisian
aplikasi nasional

20% 15.000.000
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BAB III
`TUJUAN, SASARAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

TERPADU SATU PINTU

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu

penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan

nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

1, Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal
yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan
misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu
strategis daerah yang dihadapi dalam jangka waktu 5 (lima)
tahun. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran,
kebijaksanaan, program dan kegiatan dalam rangka
merealisasikan misi.

Tujuan jangka menengah DPMPTSP Kabupaten
Karanganyar yaitu:
1. Mewujudkan iklim penanaman modal yang berdayasaing
serta berorientasi pada pengembangan potensi
lokal/daerah.

2. Meningkatkan Pertumbuhan Industri

3. Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah

2. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu
tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah
dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka
waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu
memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi
DPMPTSP. Berikut sasaran dalam Renstra DPMPTSP
Kabupaten Karanganyar, sebagai berikut :
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1. Meningkatnya realisasi investasi.
2. Meningkatnya jumlah Industri Kecil dan Menengah

(IKM).
3. Meningkatkan kinerja pelayanan pemerintah daerah

3.3 Program dan Kegiatan
DPMPTSP adalah salah satu perangkat daerah yang

berperan dalam mewujudkan ekonomi masyarakat yang kokoh
sesuai dengan misi bupati dan wakil bupati yang kedua yaitu
Pemberdayaan Perekonomian Rakyat.
Pada tahun anggaran 2023 DPMPTSP melaksanakan 8 program
18 kegiatan.
Program dan kegiatan tersebut tertuang dalam table berikut.
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Tabel 3.1.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja

Program

/Kegiatan

Rencana Tahun 2023

Catatan

Penting

Prakiraan Maju

Rencana Tahun

2024

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/

Pagu

Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB
YANG
TIDAK BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR

18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENANAMAN MODAL

8.767.897.782 DAU 9.644.687.560

18 00
1

PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Nilai SAKIP Kab.
Karanga
nyar,
Semua
Kecamat
an,
Semua

77,06 7.799.503.782 DAU 8.579.454.160

18 00
1

2.
01

Perencanaan, Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Nilai SAKIP Kab.
Karanga
nyar,
Semua
Kecamat
an,
Semua
Kelurahan

77,06 40.000.000 DAU 100 % 44.000.000

18 00
1

2.
01

00
1

Penyusunan Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah

Nilai SAKIP Kab.
Karanganyar,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan

77,06 25.000.000 DAU 100% 27.500.000

18 00
1

2.
01

00
6

Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD

Nilai SAKIP Kab.
Karanganyar,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan

77,06 15.000.000 DAU 100% 16.500.000

18 00
1

2.
02

Administrasi Keuangan Perangkat
Daerah

Nilai SAKIP Kab.
Karanga
nyar,
Semua
Kecamat
an,
Semua

77,06 4.476.109.782 DAU 100% 4.923.720.760

18 00
1

2.
02

00
1

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Nilai SAKIP Kab.
Karanganyar,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan

77,06 4.151.109.782 DAU 100% 4.566.220.760

18 00
1

2.
02

00
2

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan
Tugas
ASN

Nilai SAKIP Kab.
Karanganyar,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan

77,06 300.000.000 DAU 100% 330.000.000

18 00
1

2.
02

00
5

Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD

Nilai SAKIP Kab.
Karanganyar,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan

77,06 25.000.000 DAU 100% 27.500.000

100%

1
8
00
1

2.
05

Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah

Nilai SAKIP Kab.
Karanga
nyar,
Semua
Kecamat
an,
Semua

77,06 30.000.000 DAU 100% 33.000.000

18 00
1

2.
05

00
2

Pengadaan Pakaian Dinas beserta
Atribut Kelengkapannya

Nilai SAKIP Kab.
Karanganyar,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan

77,06 30.000.000 DAU 100% 33.000.000
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18 00
1

2.
06

Administrasi Umum Perangkat
Daerah

Nilai SAKIP Kab.
Karanganyar,
Semua
Kecamatan,
Semua

77,06 866.394.000 DAU 100% 953.033.400

18 00
1

2.
06

00
1

Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Nilai SAKIP Kab.

Karanganyar,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan

77,06 15.000.000 DAU 100% 16.500.000

18 00
1

2.
06

00
2

Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor Nilai SAKIP Kab.

Karanganyar,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan

77,06 150.394.000 DAU 100% 165.433.400

18 00
1

2.
06

00
5

Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan Nilai SAKIP Kab.

Karanganyar,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan

77,06 50.000.000 DAU 100% 55.000.000

18 00
1

2.
06

00
9

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
dan Konsultasi SKPD Nilai SAKIP Kab.

Karanganyar,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan

77,06 350.000.000 DAU 100% 385.000.000

18 00
1

2.
06

01
0

Penatausahaan Arsip Dinamis pada
SKPD Nilai SAKIP Kab.

Karanganyar,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan

77,06 15.000.000 DAU 100% 16.500.000

18 00
1

2.
06

01
1

Dukungan Pelaksanaan Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik
pada SKPD

Nilai SAKIP Kab.
Karanganyar,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan

77,06 286.000.000 DAU 100% 314.600.000

18 00
1

2.
07

Pengadaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah

Nilai SAKIP Kab.
Karanga
nyar,
Semua
Kecamat
an,
Semua
Kelurahan

77,06 1.626.000.000 DAU 100% 1.788.600.000

18 00
1

2.
07

00
9

Pengadaan Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya Nilai SAKIP Kab.

Karanganyar,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan

77,06 1.616.000.000 DAU 100% 1.777.600.000

18 00
1

2.
07

01
0

Pengadaan Sarana dan Prasarana
Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya

Nilai SAKIP Kab.
Karanganyar,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan

77,06 10.000.000 DAU 100% 11.000.000

DAU
18 00

1
2.
08

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah Nilai SAKIP Kab.

Karanga
nyar,
Semua
Kecamat
an,
Semua
Kelurahan

77,06 581.000.000 DAU 100% 639.100.000

18 00
1

2.
08

00
1

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Nilai SAKIP Kab.
Karanganyar,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan

77,06 1.000.000 DAU 100% 1.100.000

18 00
1

2.
08

00
2

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik Nilai SAKIP Kab.

Karanganyar,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan

77,06 400.000.000 DAU 100% 440.000.000

18 00
1

2.
08

00
4

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
Kantor Nilai SAKIP Kab.

Karanganyar,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan

77,06 180.000.000 DAU 100% 198.000.000

18 00
1

2.
09

Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah

Nilai SAKIP Kab.
Karanga
nyar,
Semua

77,06 180.000.000 DAU 100% 198.000.000
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Kecamat
an,
Semua
Kelurahan

18 00
1

2.
09

00
1

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan

Nilai SAKIP Kab.
Karanganyar,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan

77,06 100.000.000 DAU 100% 110.000.000

18 00
1

2.
09

00
9

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
Kantor dan Bangunan Lainnya Nilai SAKIP Kab.

Karanganyar,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan

77,06 30.000.000 DAU 100% 33.000.000

18 00
1

2.
09

01
0

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
Prasarana Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya

Nilai SAKIP Kab.
Karanganyar,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan

77,06 50.000.000 DAU 100% 55.000.000

18 00
2

PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM
PENANAMAN MODAL Peningkatan nilai

investasi
Kab.
Karanga
nyar,
Semua
Kecamat
an,
Semua
Kelurahan

Rp. 2,024 trilyun 100.000.000 DAU 110.000.000

18 00
2

2.
01

Penetapan Pemberian
Fasilitas/Insentif Dibidang
Penanaman Modal yang Menjadi
Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota

Peningkatan nilai
investasi

Kab.
Karanganyar,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan

Rp. 2,024 trilyun 100.000.000 DAU 100% 110.000.000

18 00
2

2.
01

00
1

Penetapan Kebijakan Daerah
Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif
dan Kemudahan Penanaman Modal

Peningkatan nilai investasi Kab.
Karanganyar,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan

Rp. 2,024 trilyun 100.000.000 DAU 100% 110.000.000

18 00
4

PROGRAM PELAYANAN
PENANAMAN MODAL Jumlah penambahan

pelayanan perizinan yang
di keluarkan

Kab.
Karanga
nyar,
Semua
Kecamat
an,
Semua
Kelurahan

500 buah 100.000.000 DAU 110.000.000

18 00
4

2.
01

Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan Secara Terpadu Satu
Pintu dibidang Penanaman Modal
yang Menjadi
Kewenangan Daerah Kabupaten/
Kota

Jumlah penambahan
pelayanan perizinan yang
di keluarkan

Kab.
Karanganyar,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan

500 buah 100.000.000 DAU 100% 110.000.000

18 00
4

2.
01

00
2

Pemantauan Pemenuhan Komitmen
Perizinan dan Non Perizinan
Penanaman Modal

Jumlah penambahan
pelayanan perizinan yang di
keluarkan

Kab.
Karanganyar,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan

500 buah 50.000.000 DAU 100% 55.000.000

18 00
4

2.
01

00
3

Penyediaan Layanan Konsultasi dan
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
Terhadap Pelayanan Terpadu
Perizinan dan Non Perizinan

Jumlah penambahan
pelayanan perizinan yang di
keluarkan

Kab.
Karanganyar,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan

500 buah 50.000.000 DAU 100% 55.000.000

18 00
5

PROGRAM PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN
MODAL

Prosentase Jumlah
pelaku usaha yang dapat
diawasi

Kab.
Karanga
nyar,
Semua
Kecamat
an,
Semua
Kelurahan

30% 393.394.000 DAK 432.733.400

18 00
5

2.
01

Pengendalian Pelaksanaan
Penanaman Modal yang Menjadi
Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota

Prosentase Jumlah
pelaku usaha yang dapat
diawasi

Kab.
Karanga
nyar,
Semua
Kecamat
an,
Semua
Kelurahan

30% 393.394.000 DAK 100% 432.733.400

18 00
5

2.
01

00
2

Koordinasi dan Sinkronisasi
Pembinaan Pelaksanaan Penanaman
Modal

Prosentase Jumlah pelaku
usaha yang dapat diawasi

Kab.
Karanganyar,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan

30% 336.318.500 DAK 100% 369.950.350

18 00
5

2.
01

00
3

Koordinasi dan Sinkronisasi
Pengawasan Pelaksanaan
Penanaman Modal

Prosentase Jumlah pelaku
usaha yang dapat diawasi

Kab.
Karanganyar,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan

30% 57.075.500 DAK 100% 62.783.050
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18 00
6

PROGRAM PENGELOLAAN DATA
DAN SISTEM INFORMASI
PENANAMAN MODAL

% ketersediaan informasi
penanaman modal

Kab.
Karanga
nyar,
Semua
Kecamat
an,
Semua
Kelurahan

100% 375.000.000 DAU 412.500.000

18 00
6

2.
01

Pengelolaan Data dan Informasi
Perizinan dan Non Perizinan yang
Terintegrasi pada Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

% ketersediaan informasi
penanaman modal

Kab.
Karanganyar,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan

100% 375.000.000 DAU 100% 412.500.000

18 00
6

2.
01

00
1

Pengolahan, Penyajian dan
Pemanfaatan Data dan Informasi
Perizinan dan Non Perizinan Berbasis
Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik

% ketersediaan informasi
penanaman modal

Kab.
Karanganyar,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan

100% 375.000.000 DAU 100% 412.500.000

URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN DAU
31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG

PERINDUSTRIAN
15.000.000 DAU 16.500.000

31 00
4

PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM
INFORMASI INDUSTRI NASIONAL

Persentase pengisian
aplikasi nasional

Kab.
Karanga
nyar,
Semua
Kecamat
an,
Semua
Kelurahan

20% 15.000.000 DAU 16.500.000

31 00
4

2.
01

Penyediaan Informasi Industri
untuk Informasi Industri untuk IUI,
IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan
Kabupaten/Kota

Persentase pengisian
aplikasi nasional

Kab.
Karanganyar,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan

20% 15.000.000 DAU 20% 16.500.000

31 00
4

2.
01

00
1

Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan
dan Analisis Data Industri, Data
Kawasan Industri serta Data Lain
Lingkup Kabupaten/Kota Melalui
Sistem Informasi Industri Nasional
(SIINas)

Persentase pengisian
aplikasi nasional

Kab.
Karanganyar,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan

20% 15.000.000 DAU 20% 16.500.000
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BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU

KABUPATEN KARANGANYAR

4.1 Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar

Program yang telah disusun dan ditetapkan pada DPMPTSP
Kabupaten Karanganyar untuk pelaksanan Renja Tahun 2023 adalah
sebagai berikut:
I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

KABUPATEN/KOTA
1 Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat

Daerah
a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas

ASN
c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

SKPD
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

a. Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
e. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
f Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis

Elektronik pada SKPD
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5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah
a. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau

Bangunan Lainnya
6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak

Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan

Lainnya
c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung

Kantor atau Bangunan Lainnya
II PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

1. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman
Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
a. Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian

Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
III PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL

1. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu
Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi
Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
a. Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non

Perizinan Penanaman Modal
b. Penyediaan Layanan Konsultasi dan

Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan
Terpadu Perizinan dan Non Perizinan

III PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
1. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi

Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan
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Penanaman Modal
b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan

Penanaman Modal
IV PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI

PENANAMAN MODAL
1. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang

Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
a. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi

Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

V PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI
NASIONAL
1. Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI,

IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota
a. Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data

Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup
Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional
(SIINas)

Program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada
tabel.4.1
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Tabel 4.1. Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karanganyar
Tahun 2023

OPD : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
ode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program / Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif 2023 Prakiraan Maju

2024
Keterangan

Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Prioritas
Pembangunan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG

TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR

2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENANAMAN MODAL

8.767.897.782 9.644.687.560

2 18 001 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

8. Peningkatan
pemerintahan yang
maju, inovatif,
akuntabel dan mantap.

Meningkat nya
pemerintahan yang
akuntanbel, efisien dan
efektif serta pelayanan
yang berkualitas

Kab.
Karanganyar,
Semua
Kecamatan,
Semua

Nilai SAKIP 77,06 7.799.503.782 8.579.454.160

2 18 001 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah

8. Peningkatan
pemerintahan yang
maju, inovatif,
akuntabel dan mantap.

Meningkat nya
pemerintahan yang
akuntanbel, efisien dan
efektif serta pelayanan
yang berkualitas

Kab.
Karanganyar,
Semua
Kecamatan,
SemuaKelurahan

Nilai SAKIP 77,06 Persentase Cakupan
pelayanan administrasi
perkantoran

100 % 40.000.000 44.000.000

2 18 001 2.01 001 Penyusunan Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah

8. Peningkatan
pemerintahan yang
maju, inovatif, akuntabel
dan mantap.

Meningkat nya
pemerintahan yang
akuntanbel, efisien dan
efektif serta pelayanan
yang berkualitas

Kab.
Karanganyar,
Semua
Kecamatan,
Semua Kelurahan

Nilai SAKIP 77,06 Jumlah Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah yang tersusun

2 Dokumen Persentase Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran

100% 25.000.000 27.500.000

2 18 001 2.01 006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

8. Peningkatan
pemerintahan yang
maju, inovatif, akuntabel
dan mantap.

Meningkat nya
pemerintahan yang
akuntanbel, efisien dan
efektif serta pelayanan
yang berkualitas

Kab.
Karanganyar,
Semua
Kecamatan,
Semua Kelurahan

Nilai SAKIP 77,06 Jumlah Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD

1 dokumen Persentase Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran

100% 15.000.000 16.500.000

2 18 001 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8. Peningkatan
pemerintahan yang
maju, inovatif,
akuntabel dan mantap.

Meningkat nya
pemerintahan yang
akuntanbel, efisien dan
efektif serta pelayanan
yang berkualitas

Kab.
Karanganyar,
Semua
Kecamatan,
Semua

Nilai SAKIP 77,06 Persentase Cakupan
pelayanan administrasi
perkantoran

100% 4.476.109.782 4.923.720.760

2 18 001 2.02 001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 8. Peningkatan
pemerintahan yang
maju, inovatif, akuntabel
dan mantap.

Meningkat nya
pemerintahan yang
akuntanbel, efisien dan
efektif serta pelayanan
yang berkualitas

Kab.
Karanganyar,
Semua
Kecamatan,
Semua Kelurahan

Nilai SAKIP 77,06 Jumlah Orang yang
Menerima Gaji dan
Tunjangan ASN

0 Orang/bulan Persentase Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran

100% 4.151.109.782 4.566.220.760

Jumlah Orang yang
Menerima Gaji dan
Tunjangan ASN

14 bulan

2 18 001 2.02 002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas
ASN

8. Peningkatan
pemerintahan yang
maju, inovatif, akuntabel
dan mantap.

Meningkat nya
pemerintahan yang
akuntanbel, efisien dan
efektif serta pelayanan
yang berkualitas

Kab.
Karanganyar,
Semua
Kecamatan,
Semua Kelurahan

Nilai SAKIP 77,06 Tersedianya
Administrasi Pelaksanaan
Tugas ASN

1 kegiatan Persentase Cakupan
pelayanan administrasi
perkantoran

100% 300.000.000 330.000.000

2 18 001 2.02 005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD

8. Peningkatan
pemerintahan yang
maju, inovatif, akuntabel
dan mantap.

Meningkat nya
pemerintahan yang
akuntanbel, efisien dan
efektif serta pelayanan
yang berkualitas

Kab.
Karanganyar,
Semua
Kecamatan,
Semua Kelurahan

Nilai SAKIP 77,06 Jumlah Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun
SKPD

19 laporan Persentase Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran

100% 25.000.000 27.500.000

Jumlah Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun
SKPD

19 Laporan Persentase Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran

100%

2 18 001 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat
Daerah

8. Peningkatan
pemerintahan yang
maju, inovatif,
akuntabel dan mantap.

Meningkat nya
pemerintahan yang
akuntanbel, efisien dan
efektif serta pelayanan
yang berkualitas

Kab.
Karanganyar,
Semua
Kecamatan,
Semua

Nilai SAKIP 77,06 Persentase Cakupan
pelayanan administrasi
perkantoran

100% 30.000.000 33.000.000
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2 18 001 2.05 002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut
Kelengkapannya

8. Peningkatan
pemerintahan yang
maju, inovatif, akuntabel
dan mantap.

Meningkat nya
pemerintahan yang
akuntanbel, efisien dan
efektif serta pelayanan
yang berkualitas

Kab.
Karanganyar,
Semua
Kecamatan,
Semua Kelurahan

Nilai SAKIP 77,06 Jumlah Paket Pakaian Dinas
beserta Atribut Kelengkapan

0 Paket Persentase Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran

100% 30.000.000 33.000.000

Jumlah Paket Pakaian
Dinas beserta Atribut
Kelengkapan

60 Stel

2 18 001 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 8. Peningkatan
pemerintahan yang
maju, inovatif,
akuntabel dan mantap.

Meningkat nya
pemerintahan yang
akuntanbel, efisien dan
efektif serta pelayanan
yang berkualitas

Kab.
Karanganyar,
Semua
Kecamatan,
Semua

Nilai SAKIP 77,06 Persentase Cakupan
pelayanan
administrasi
perkantoran

100% 866.394.000 953.033.400

2 18 001 2.06 001 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

8. Peningkatan
pemerintahan yang
maju, inovatif, akuntabel
dan mantap.

Meningkat nya
pemerintahan yang
akuntanbel, efisien dan
efektif serta pelayanan
yang berkualitas

Kab.
Karanganyar,
Semua
Kecamatan,
Semua Kelurahan

Nilai SAKIP 77,06 Jumlah komponen
instalasi listrik dan penerangan
bangunan kantor yang
disediakan

12 bulan Persentase Cakupan
pelayanan administrasi
perkantoran

100% 15.000.000 16.500.000

Jumlah Paket Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor yang
Disediakan

0 Paket

2 18 001 2.06 002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor

8. Peningkatan
pemerintahan yang
maju, inovatif, akuntabel
dan mantap.

Meningkat nya
pemerintahan yang
akuntanbel, efisien dan
efektif serta pelayanan
yang berkualitas

Kab.
Karanganyar,
Semua
Kecamatan,
Semua Kelurahan

Nilai SAKIP 77,06 Jumlah Paket Peralatan dan
Perlengkapan Kantor yang
Disediakan

0 Paket Persentase Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran

100% 150.394.000 165.433.400

Tersedianya Alat tulis kantor yang
di sediakan

12 bulan

2 18 001 2.06 005 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan

8. Peningkatan
pemerintahan yang
maju, inovatif, akuntabel
dan mantap.

Meningkat nya
pemerintahan yang
akuntanbel, efisien dan
efektif serta pelayanan
yang berkualitas

Kab.
Karanganyar,
Semua
Kecamatan,
Semua Kelurahan

Nilai SAKIP 77,06 Jumlah Paket Barang Cetakan
dan Penggandaan yang
Disediakan

0 Paket Persentase Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran

100% 50.000.000 55.000.000

Tersedianya jumlah barang
cetak dan
penggandaan

12 bulan

2 18 001 2.06 009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD

8. Peningkatan
pemerintahan yang
maju, inovatif, akuntabel
dan mantap.

Meningkat nya
pemerintahan yang
akuntanbel, efisien dan
efektif serta pelayanan
yang berkualitas

Kab.
Karanganyar,
Semua
Kecamatan,
Semua Kelurahan

Nilai SAKIP 77,06 Jumlah bahan logistik kantor yang
di sediakan dan jumlah rapat
koordinasi dalam dan luar daerah
yang
diselenggarakan

12 bulan Persentase Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran

100% 350.000.000 385.000.000

Jumlah Laporan Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD

0 Laporan

2 18 001 2.06 010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 8. Peningkatan
pemerintahan yang
maju, inovatif, akuntabel
dan mantap.

Meningkat nya
pemerintahan yang
akuntanbel, efisien dan
efektif serta pelayanan
yang berkualitas

Kab.
Karanganyar,
Semua
Kecamatan,
Semua Kelurahan

Nilai SAKIP 77,06 Jumlah arsip yang
terpelihara

12 bulan Persentase Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran

100% 15.000.000 16.500.000

Jumlah Dokumen
Penatausahaan Arsip
Dinamis pada SKPD

0 Dokumen

2 18 001 2.06 011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik pada SKPD

8. Peningkatan
pemerintahan yang
maju, inovatif, akuntabel
dan mantap.

Meningkat nya
pemerintahan yang
akuntanbel, efisien dan
efektif serta pelayanan
yang berkualitas

Kab.
Karanganyar,
Semua
Kecamatan,
Semua Kelurahan

Nilai SAKIP 77,06 Terlaksananya pemeliharaan
hardware dan software perizinan
dan honor THL tenaga
administrasi 12 orang,
Thl tenaga IT 4 orang

12 bulan Persentase Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran

100% 286.000.000 314.600.000

2 18 001 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

8. Peningkatan
pemerintahan yang
maju, inovatif,
akuntabel dan mantap.

Meningkat nya
pemerintahan yang
akuntanbel, efisien dan
efektif serta pelayanan
yang berkualitas

Kab.
Karanganyar,
Semua
Kecamatan,
SemuaKelurahan

Nilai SAKIP 77,06 Persentase Cakupan
pelayanan administrasi
perkantoran

100% 1.626.000.000 1.788.600.000

2 18 001 2.07 009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya

8. Peningkatan
pemerintahan yang
maju, inovatif, akuntabel
dan mantap.

Meningkat nya
pemerintahan yang
akuntanbel, efisien dan
efektif serta pelayanan
yang berkualitas

Kab.
Karanganyar,
Semua
Kecamatan,
Semua Kelurahan

Nilai SAKIP 77,06 Jumlah Unit Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya yang
Disediakan

0 Unit Persentase Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran

100% 1.616.000.000 1.777.600.000
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Terlaksananya pembangunan
gedung kantor DPMPTSP dan
pengerasan halaman
gedung DPMPTSP

2 kegiatan

2 18 001 2.07 010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung
Kantor atau Bangunan Lainnya

8. Peningkatan
pemerintahan yang
maju, inovatif, akuntabel
dan mantap.

Meningkat nya
pemerintahan yang
akuntanbel, efisien dan
efektif serta pelayanan
yang berkualitas

Kab.
Karanganyar,
Semua
Kecamatan,
Semua Kelurahan

Nilai SAKIP 77,06 Jumlah peralatan gedung
kantor yang dibeli (1unit
komputer pc)

1 jenis Persentase Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran

100% 10.000.000 11.000.000

Jumlah Unit Sarana dan
Prasarana Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya yang
Disediakan

0 Unit

2 18 001 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

8. Peningkatan
pemerintahan yang
maju, inovatif,
akuntabel dan mantap.

Meningkat nya
pemerintahan yang
akuntanbel, efisien dan
efektif serta pelayanan
yang berkualitas

Kab.
Karanganyar,
Semua
Kecamatan,
SemuaKelurahan

Nilai SAKIP 77,06 Persentase Cakupan
pelayanan administrasi
perkantoran

100% 581.000.000 639.100.000

2 18 001 2.08 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 8. Peningkatan
pemerintahan yang
maju, inovatif, akuntabel
dan mantap.

Meningkat nya
pemerintahan yang
akuntanbel, efisien dan
efektif serta pelayanan
yang berkualitas

Kab.
Karanganyar,
Semua
Kecamatan,
Semua Kelurahan

Nilai SAKIP 77,06 Terlaksananya jasa surat
menyurat yang terbayar

12 bulan Persentase Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran

100% 1.000.000 1.100.000

2 18 001 2.08 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik

8. Peningkatan
pemerintahan yang
maju, inovatif, akuntabel
dan mantap.

Meningkat nya
pemerintahan yang
akuntanbel, efisien dan
efektif serta pelayanan
yang berkualitas

Kab.
Karanganyar,
Semua
Kecamatan,
Semua Kelurahan

Nilai SAKIP 77,06 Jumlah Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
yang terbayar

12 bulan Persentase Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran

100% 400.000.000 440.000.000

Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
yang Disediakan

0 Laporan

2 18 001 2.08 004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 8. Peningkatan
pemerintahan yang
maju, inovatif, akuntabel
dan mantap.

Meningkat nya
pemerintahan yang
akuntanbel, efisien dan
efektif serta pelayanan
yang berkualitas

Kab.
Karanganyar,
Semua
Kecamatan,
Semua Kelurahan

Nilai SAKIP 77,06 Jumlah jasa kebersihan kantor
yang terbayar, honor THL
Kebersihan 3 orang, Honor THL
sopir 1 orang, Thl tenaga
keamanan 2 orang, THL
Resepsionis 4 orang

12 bulan Persentase Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran

100% 180.000.000 198.000.000

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Kantor yang
Disediakan

0 Laporan

2 18 001 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

8. Peningkatan
pemerintahan yang
maju, inovatif,
akuntabel dan mantap.

Meningkat nya
pemerintahan yang
akuntanbel, efisien dan
efektif serta pelayanan
yang berkualitas

Kab.
Karanganyar,
Semua
Kecamatan,
SemuaKelurahan

Nilai SAKIP 77,06 Persentase Cakupan
pelayanan administrasi
perkantoran

100% 180.000.000 198.000.000

2 18 001 2.09 001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan

8. Peningkatan
pemerintahan yang
maju, inovatif, akuntabel
dan mantap.

Meningkat nya
pemerintahan yang
akuntanbel, efisien dan
efektif serta pelayanan
yang berkualitas

Kab.
Karanganyar,
Semua
Kecamatan,
Semua Kelurahan

Nilai SAKIP 77,06 Jumlah kendaraan
dinas/operasional yang
terpelihara secara rutin/berkala

12 bulan Persentase Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran

100% 100.000.000 110.000.000

Jumlah Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan yang Dipelihara dan
dibayarkan
Pajaknya

0 Unit

2 18 001 2.09 009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya

8. Peningkatan
pemerintahan yang
maju, inovatif, akuntabel
dan mantap.

Meningkat nya
pemerintahan yang
akuntanbel, efisien dan
efektif serta pelayanan
yang berkualitas

Kab.
Karanganyar,
Semua
Kecamatan,
Semua Kelurahan

Nilai SAKIP 77,06 Jumlah Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi

0 Unit Persentase Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran

100% 30.000.000 33.000.000

Terlaksananya pengecatan dan
pemeliharaan gedung
MPP

1 kegiatan

2 18 001 2.09 010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya

8. Peningkatan
pemerintahan yang
maju, inovatif, akuntabel
dan mantap.

Meningkat nya
pemerintahan yang
akuntanbel, efisien dan
efektif serta pelayanan
yang berkualitas

Kab.
Karanganyar,
Semua
Kecamatan,
Semua Kelurahan

Nilai SAKIP 77,06 Jumlah perlengkapan gedung
kantor yang terpelihara
rutin/berkala

12 bulan Persentase Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran

100% 50.000.000 55.000.000

2 18 002 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM
PENANAMAN MODAL

7.Peningkatan kualitas
penanggulangan
kemiskinan dan

Meningkatnya nilai
investasi daerah

Kab.
Karanganyar,
Semua

Peningkatan nilai
investasi

Rp. 2,024 trilyun 100.000.000 110.000.000
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masalah kesejahteraan
sosial

Kecamatan,
SemuaKelurahan

2 18 002 2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif
Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

7.Peningkatan kualitas
penanggulangan
kemiskinan dan
masalah kesejahteraan
sosial

Meningkatnya nilai
investasi daerah

Kab.
Karanganyar,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan

Peningkatan nilai
investasi

Rp. 2,024 trilyun Terlaksananya Penetapan
Pemberian Fasilitas/Insentif
Dibidang Penanaman Modal
yang Menjadi Kewenangan
Daerah Kabupaten/Kota

100% 100.000.000 110.000.000

2 18 002 2.01 001 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai
Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan
Penanaman Modal

7.Peningkatan kualitas
penanggulangan
kemiskinan dan masalah
kesejahteraan sosial

Meningkatnya nilai
investasi daerah

Kab.
Karanganyar,
Semua
Kecamatan,
Semua Kelurahan

Peningkatan nilai
investasi

Rp. 2,024 trilyun Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi
dalam Pemberian Fasilitas/Insentif
dan Kemudahan Penanaman
Modal

0 Dokumen Terlaksananya Penetapan
Pemberian Fasilitas/Insentif
Dibidang Penanaman Modal
yang Menjadi Kewenangan
Daerah
Kabupaten/Kota

100% 100.000.000 110.000.000

Jumlah Produk hukum
daerah

4 dokumen

2 18 004 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN
MODAL

7.Peningkatan kualitas
penanggulangan
kemiskinan dan
masalah kesejahteraan
sosial

Meningkatnya nilai
investasi daerah

Kab.
Karanganyar,
Semua
Kecamatan,
SemuaKelurahan

Jumlah penambahan
pelayanan perizinan
yang di keluarkan

500 buah 100.000.000 110.000.000

2 18 004 2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
Secara Terpadu Satu Pintu dibidang
Penanaman Modal yang Menjadi
Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

7.Peningkatan kualitas
penanggulangan
kemiskinan dan
masalah kesejahteraan
sosial

Meningkatnya nilai
investasi daerah

Kab.
Karanganyar,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan

Jumlah penambahan
pelayanan perizinan
yang di keluarkan

500 buah Terlaksananya Pelayanan
Perizinan dan Non Perizinan
Secara Terpadu Satu Pintu
dibidang Penanaman Modal
yang Menjadi
Kewenangan Daerah

100% 100.000.000 110.000.000

2 18 004 2.01 002 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan
dan Non Perizinan Penanaman Modal

7.Peningkatan kualitas
penanggulangan
kemiskinan dan masalah
kesejahteraan sosial

Meningkatnya nilai
investasi daerah

Kab.
Karanganyar,
Semua
Kecamatan,
Semua Kelurahan

Jumlah penambahan
pelayanan perizinan
yang di keluarkan

500 buah Jumlah Kegiatan Usaha dari
Pelaku Usaha yang Mendapat
Pemantauan Pemenuhan
Komitmen Perizinan Berusaha
dan Non Perizinan Penanaman
Modal

0 Kegiatan
Usaha

Terlaksananya Pelayanan
Perizinan dan Non Perizinan
Secara Terpadu Satu Pintu
dibidang Penanaman Modal yang
Menjadi Kewenangan Daerah
Kabupaten/ Kota

100% 50.000.000 55.000.000

Terlaksananya
pengawasan perizinan dan non
perizinan

12 bulan

2 18 004 2.01 003 Penyediaan Layanan Konsultasi dan
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan
Non Perizinan

7.Peningkatan kualitas
penanggulangan
kemiskinan dan masalah
kesejahteraan sosial

Meningkatnya nilai
investasi daerah

Kab.
Karanganyar,
Semua
Kecamatan,
Semua Kelurahan

Jumlah penambahan
pelayanan perizinan
yang di keluarkan

500 buah Jumlah Orang yang
Memperoleh Layanan Konsultasi
dan Terkelolanya Pengaduan
Masyarakat Terhadap Pelayanan
Terpadu Perizinan dan Non
Perizinan

0 Orang Terlaksananya
Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan Secara Terpadu Satu
Pintu dibidang Penanaman Modal
yang Menjadi Kewenangan Daerah
Kabupaten/ Kota

100% 50.000.000 55.000.000

Jumlah permasalahan dan
penanganan pengaduan masalah
perizinan yang dilakukan

12 bulan

Terlaksananya Survey Indeks
kepuasan
Masyarakat

1 kegiatan

2 18 005 PROGRAM PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

7.Peningkatan kualitas
penanggulangan
kemiskinan dan
masalah kesejahteraan
sosial

Meningkatnya nilai
investasi daerah

Kab.
Karanganyar,
Semua
Kecamatan,
SemuaKelurahan

Prosentase Jumlah
pelaku usaha yang
dapat diawasi

30% 393.394.000 432.733.400

2 18 005 2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman
Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota

7.Peningkatan kualitas
penanggulangan
kemiskinan dan
masalah kesejahteraan
sosial

Meningkatnya nilai
investasi daerah

Kab.
Karanganyar,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan

Prosentase Jumlah
pelaku usaha yang
dapat diawasi

30% Terkendalinya Pelaksanaan
Penanaman Modal yang
Menjadi
Kewenangan DaerahKabupaten/Kota

100% 393.394.000 432.733.400

2 18 005 2.01 002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan
Pelaksanaan Penanaman Modal

7.Peningkatan kualitas
penanggulangan
kemiskinan dan masalah
kesejahteraan sosial

Meningkatnya nilai
investasi daerah

Kab.
Karanganyar,
Semua
Kecamatan,
Semua Kelurahan

Prosentase Jumlah
pelaku usaha yang
dapat diawasi

30% Jumlah Pelaku Usaha yang
Mendapatkan Pembinaan
Pelaksanaan Penanaman
Modal

0 Pelaku
Usaha

Terkendalinya Pelaksanaan
Penanaman Modal yang Menjadi
Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota

100% 336.318.500 369.950.350

Terlaksananya pengawasan
pada pelaku usaha pada
PMDN dan PMA

12 bulan
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2 18 005 2.01 003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan
Pelaksanaan Penanaman Modal

7.Peningkatan kualitas
penanggulangan
kemiskinan dan masalah
kesejahteraan sosial

Meningkatnya nilai
investasi daerah

Kab.
Karanganyar,
Semua
Kecamatan,
Semua Kelurahan

Prosentase Jumlah
pelaku usaha yang
dapat diawasi

30% Jumlah Kegiatan Usaha dari
Pelaku Usaha yang Melakukan
Koordinasi dan Sinkronisasi
Pengawasan

0 Kegiatan
Usaha

Terkendalinya Pelaksanaan
Penanaman Modal yang Menjadi
Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota

100% 57.075.500 62.783.050

Terlaksananya pelaksanaan
sosialisasi PM dan Bimtek OSS
dan LKPM pada pelaku usaha

3 bulan

2 18 006 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN
SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

7.Peningkatan kualitas
penanggulangan
kemiskinan dan
masalah kesejahteraan
sosial

Meningkatnya nilai
investasi daerah

Kab.
Karanganyar,
Semua
Kecamatan,
SemuaKelurahan

% ketersediaan
informasi penanaman
modal

100% 375.000.000 412.500.000

2 18 006 2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan
dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

7.Peningkatan kualitas
penanggulangan
kemiskinan dan
masalah kesejahteraan
sosial

Meningkatnya nilai
investasi daerah

Kab.
Karanganyar,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan

% ketersediaan
informasi penanaman
modal

100% Terlaksananya Pengelolaan Data
dan Informasi Perizinan dan Non
Perizinan yang Terintegrasi pada
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

100% 375.000.000 412.500.000

2 18 006 2.01 001 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan
Data dan Informasi Perizinan dan Non
Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik

7.Peningkatan kualitas
penanggulangan
kemiskinan dan masalah
kesejahteraan sosial

Meningkatnya nilai
investasi daerah

Kab.
Karanganyar,
Semua
Kecamatan,
Semua Kelurahan

% ketersediaan
informasi penanaman
modal

100% Jumlah Data dan Informasi
Perizinan dan Non Perizinan
Berbasis Sistem Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik yang Diolah,
Dikaji dan Dimanfaatkan

0 Dokumen Terlaksananya Pengelolaan Data
dan Informasi Perizinan dan Non
Perizinan yang Terintegrasi pada
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

100% 375.000.000 412.500.000

Jumlah informasi yang
tersedia

12 bulan

Jumlah perizinan melalui OSS
yang terlayani

12 bulan

Terlaksananya inventarisasi data
dan survey lokasi perizinan yang
dilakukan (bidang Pemerintahan
Pembangunan)

12 bulan

Terlaksananya inventarisasi data
dan survey lokasi perizinan yang
dilakukan (bidang Perekonomian
dan
Kesejahteraan Rakyat)

12 bulan

Terwujudnya
peningkatan pelayanan secara
elektronik

12 bulan

3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PERINDUSTRIAN

15.000.000 16.500.000

3 31 004 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM
INFORMASI INDUSTRI NASIONAL

7.Peningkatan kualitas
penanggulangan
kemiskinan dan
masalah kesejahteraan
sosial

Meningkat nya
produktivitas sektor
indsutri pengolahan

Kab.
Karanganyar,
Semua
Kecamatan,
SemuaKelurahan

Persentase pengisian
aplikasi nasional

20% 15.000.000 16.500.000

3 31 004 2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk
Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan
IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota

7.Peningkatan kualitas
penanggulangan
kemiskinan dan
masalah kesejahteraan
sosial

Meningkat nya
produktivitas sektor
indsutri pengolahan

Kab.
Karanganyar,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan

Persentase pengisian
aplikasi nasional

20% Tersedianya Informasi Industri
untuk Informasi Industri untuk
IUI, IPUI, IUKI
dan IPKI Kewenangan
Kabupaten/Kota

20% 15.000.000 16.500.000

3 31 004 2.01 001 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan
Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri
serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota
Melalui Sistem Informasi Industri Nasional
(SIINas)

7.Peningkatan kualitas
penanggulangan
kemiskinan dan masalah
kesejahteraan sosial

Meningkat nya
produktivitas sektor
indsutri pengolahan

Kab.
Karanganyar,
Semua
Kecamatan,
Semua Kelurahan

Persentase pengisian
aplikasi nasional

20% Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi
Pengumpulan, Pengolahan dan
Analisis Data Industri, Data
Kawasan Industri serta Data Lain
Lingkup Kabupaten/Kota Melalui
Sistem Informasi Industri Nasional
(SIINas)

0 Dokumen Tersedianya Informasi Industri
untuk Informasi Industri untuk IUI,
IPUI, IUKI dan IPKI
Kewenangan
Kabupaten/Kota

20% 15.000.000 16.500.000

Jumlah Industri yang sudah
memiliki IUI dan melaporkan
Kegiatan Usahanya di Akun

1 kegiatan
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SIINAS

OTAL 8.782.897.782 9.661.187.560
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BAB V
PENUTUP

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Karanganyar adalah salah satu Lembaga Teknis Daerah yang
mempunyai peranan penting dalam melaksanakan visi misi Bupati terpilih
Tahun 2018 – 2023 terutama dalam misi ke-2 yaitu ” Pemberdayaan
Perekonomian Rakyat”. Oleh karena itu Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar juga akan berbenah
diri agar menjadi lebih baik dalam melayani masyarakat dan
menyelenggarakan perizinan serta meningkatkan Iklim yang kondusif bagi
Investasi/ penanaman modal baik itu Penanaman Modal Asing (PMA)
maupun Penanaman Modal Dalam Negeri ( PMDN ).

Demikian Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar ini, semoga dapat
mewujudkan Visi Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Karanganyar terpilih
tahun 2018-2023 yaitu : ”Berjuang Bersama Memajukan Karanganyar”.

Karanganyar, Agustus 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN KARANGANYAR

TIMOTIUS SURYADI,S,Sos, M.Si.
Pembina Utama Muda

NIP. 19721104 199203 1 002
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